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ABSTRACT 
 

 
Electoral democracy generates the political elites. Because these political elites are born through a 

democratic process, they are expected to practice their power in accordance to the basic principles of 

democracy. One of them is to open the opportunity and acces of people to participatie in decision making 

proceses. Nevertheless, the problem is that the political elites who were elected through electoral democracy 

tend to close the participation of citizen in policy making process. To analyze how the political elites formulated 

the policy and what the rationality of the policy was, this article used rational choice theory. Article used 

secondary data to analyze the problem. Results of the analysis showed that democracy in local level after 
elections was determined by rationality, preferences, and interests of the political elites. The practices of power 

of the elites in local level in the context of rational choice theory made opportunity and access for the people 

obstructed. It then affects the existing development policies reflect only rationality, preferences, and interests of 

some elites. 

 

Keywords: rational choice, elections, democracy, electoral democracy, political elites 

 

 

ABSTRAK 
 
 

Demokrasi elektoral menghasilkan para elite politik. Karena para elite politik tersebut dilahirkan 

melalui sebuah proses yang demokratis, diharapkan praktik-praktik kekuasaan mereka juga mencerminkan 

prinsip dasar demokrasi. Prinsip dasar itu adalah terbukanya kesempatan dan akses masyarakat dalam proses 

pembuatan kebijakan pembangunan. Akan tetapi, permasalahannya adalah para elite politik yang dipilih 

melalui demokrasi elektoral cenderung menutup partisipasi warga negara dalam proses pembuatan kebijakan. 

Untuk menganalisis bagaimana para elite politik merumuskan sebuah kebijakan pembangunan dan apa 
rasionalitas di balik kebijakan tersebut, artikel menggunakan teori pilihan rasional dalam menjelaskan praktik-

praktik kekuasaan para elite politik yang tertutup tersebut. Semua data yang digunakan untuk menganalisis 

permasalahan dan fokus tulisan ini adalah data sekunder. Hasil analisis menunjukkan demokrasi di tingkat 

lokal pasca-pemilu juga ditentukan oleh rasionalitas, preferensi, dan kepentingan para aktor elite politik. 

Praktik kekuasaan para elite di tingkat lokal dalam konteks teori pilihan rasional mengakibatkan kesempatan 

dan akses masyarakat luas untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan pembangunan menjadi 

terhambat. Hal ini kemudian berdampak pada kebijakan pembangunan yang ada hanya mencerminkan 

rasionalitas, preferensi, dan kepentingan sekelompok elite. 

 

Kata kunci: pilihan rasional, pemilu, demokrasi, demokrasi elektoral, elite politik 
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PENDAHULUAN 
 
 

Tulisan ini berfokus pada preferensi para elite politik di tingkat lokal yang terpilih melalui 

mekanisme demokrasi elektoral. Para elite yang dimaksud adalah anggota DPRD dan Kepala Daerah 
yang dipilih secara demokratis. Dinamika sosial politik di tingkat lokal secara normatif berawal dari 

lahirnya Undang-Undang Otonomi Daerah No. 22/1999. Undang-Undang ini kemudian direvisi dan 

diganti dengan Undang-Undang No. 32/2004. Pada 2008 Undang-Undang No.32/2004 direvisi 

kembali dan diganti dengan Undang-Undang No. 12/2008. Ketiga Undang-Undang ini menjadi 
kerangka formalisasi dinamika sosial politik di tingkat lokal. 

 

Undang-Undang No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah telah memberi kekuasaan yang 
begitu besar kepada DPRD dan Bupati sebagai Kepala Daerah. Berdasarkan Undang-Undang ini 

DPRD memiliki tugas dan wewenang (psl.18) memilih, mengusulkan pemberhentian dan 

memberhentikan Kepala Daerah. Pasal 19 UU ini juga memberikan hak kepada DPRD untuk meminta 

pertanggungjawaban, keterangan Kepala Daerah, dan mengadakan penyelidikan dan perubahan atas 
Rancangan Peraturan Daerah, mengajukan pernyataan pendapat, Rancangan Peraturan Daerah. 

 

Secara sosiologis Undang-Undang ini memuat sekurang-kurangnya dua makna penting. 
Pertama, secara normatif DPRD merupakan satu-satunya representasi kedaulatan rakyat. Hal ini 

disebabkan oleh semua anggota DPRD dipilih langsung oleh rakyat. Kedua, basis sosial dari 

kekuasaan setiap anggota DPRD adalah rakyat yang memilih mereka. Selain didukung secara legal 
dan normatif, secara sosiologis, otoritas sosial dan politik  setiap anggota DPRD menjadi sangat kuat. 

 

Menurut UU No. 22/1999 anggota DPRD dipilih langsung oleh rakyat. Setelah itu DPRD 

yang terpilih memilih Kepala Daerah. Kepala Daerah dalam hal ini tidak dipilih secara langsung oleh 
rakyat sebagaimana halnya anggota DPRD. DPRD mewakili rakyat untuk memilih Kepala Daerah. 

Oleh karena Kepala Daerah dipilih oleh DPRD, basis politik otoritas kekuasaan Kepala Daerah berasal 

dari DPRD. Sistem ini telah menempatkan legislatif Daerah pada posisi yang sangat kuat. M. Ryaas 
Rasyid (Edward & Greg, 2003:64) menilai kekuasaan yang sangat besar yang dimiliki oleh DPRD di 

bawah Undang-Undang No. 22/1999 merupakan suatu perubahan yang sangat besar bila dibandingkan 

dengan sistem sebelumnya di bawah Undang No. 5 tahun 1974. 
 

Undang-Undang No. 5 tahun 1974 pasal 15 dan 16 penetapan Kepala Daerah dilakukan oleh 

Menteri Dalam Negeri berdasarkan 2 orang calon yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah. Dengan mengkuti proses pemilihan kepala daerah berdasarkan Undang-Undang ini, jelas 
bahwa pertama, Kepala Daerah pada era Orde Baru berbasis pada kepentingan politik pusat dari pada 

daerah. Kedua, kekuasaan Kepala Daerah tidak tergantung pada DPRD, melainkan Menteri Dalam 

Negeri. 
 

Secara prosedural, bila dibandingkan dengan UU No. 22/1999, kualitas demokrasi yang 

diterapkan berdasarkan UU No. 5 tahun 1974 sangat rendah. Hal ini disebabkan basis otoritas 

penetapan Kepala Daerah berada pada Menteri Dalam Negeri. Berbeda dengan UU No. 5 tahun 1974, 
basis politik otoritas Kepala Daerah berdasarkan UU No. 22/1999 berada pada DPRD yang dipilih 

secara langsung oleh rakyat. 

 
Kuatnya posisi masyarakat pada era otonomi daerah terus berkembang dengan lahirnya UU 

No. 32/2004. Berdasarkan UU ini, baik anggota Dewan Perwakilan Rayat Daerah maupun Kepala 

Daerah, kedua-duanya dipilih secara langsung oleh rakyat. Ini berarti, basis sosial dan sekaligus basis 
politik otoritas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah berasal langsung dari 

rakyat. Dengan berasal langsung dari rakyat, posisi anggota DPRD dengan Kepala Daerah secara 

fungsional sama. Kedua-duanya mewakili rakyat dalam pemerintahan. 
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Dengan pemilihan langsung, Kepala Daerah mendapat legitimasi moral yang luas dari 

masyarakat (Erb & Sulistiyanto, 2009:18). Selain itu, pemilihan umum langsung untuk Kepala Daerah 

juga dapat mewujudkan tujuan-tujuan dasar desentralisasi, yaitu penciptaan sebuah pemerintahan lokal 
yang demokratis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Hidayat (dalam Erb & 

Sulistiyanto, 2009:127) hal ini disebabkan Kepala Daerah yang dipilih secara langsung jauh lebih 

responsif,  akuntabel, serta hubungan kekuasaan antara legislatif dan eksekutif menjadi lebih setara. 
 

Namun, meskipun evolusi kedaualatan rakyat mengalami perubahan yang berarti, secara 
struktural evolusi itu dideterminasi oleh besarnya peran partai politik. Partai politik memiliki peran 

yang sangat besar untuk menominasi calon anggota DPRD dan Kepala Daerah. Setiap calon anggota 

DPRD dan Kepala Daerah dinominasi oleh partai politik. 
 

Di satu sisi pola seperti ini tentu saja membatasi kesempatan setiap warga negara yang tidak 

terafiliasi dalam partai politik, dan pada sisi yang lain, khususnya dalam pemilihan calon Kepala 

Daerah, pola tersebut cenderung disfungsional. Kompetisi yang tinggi antara para calon untuk 
dinominasi oleh partai politik kondusif melahirkan politik transaksional. Partai politik cenderung akan 

menominasi calon yang memiliki sumber daya ekonomi yang besar. 
 

Menyadari potensi disfungsi tersebut, negara memperluas kesempatan bagi setiap warga 
negara pada umumnya dan warga negara pada tingkat lokal khususnya untuk menjadi Kepala Daerah. 

Harapan ini secara normatif dituangkan dalam Undang-Undang No. 12 tahun 2008 sebagai revisi 

terhadap Undang-Undang No. 32 tahun 2004. Undang-Undang No. 12 tahun 2008 memungkinkan 
adanya calon independen. 

 

Perubahan-perubahan Undang-Undang tersebut secara sosiologis tentu saja berpengaruh pada 

dinamika sosial dan politik pada tingkat masyarakat. Dinamika sosial dan politik masyarakat di tingkat 

lokal menjadi lebih dinamis dan terbuka. Secara normatif, siapa pun memiliki kesempatan yang sama 
untuk mengambil bagian dalam kontestasi kekuasaan. 

 

Kerangka normatif dengan lahirnya Undang-Undang tersebut, tentu saja kondusif mendorong 

hadirnya para elite politik yang merepresentasikan kedaulatan rakyat. Setiap anggota DPRD dan 
Kepala Daerah yang terpilih dalam kerangka-kerangka normatif itu adalah wakil rakyat baik sebagai 

legislatif daerah maupun sebagai Kepala Daerah. Proses normatif tersebut secara sederhana dapat 

digambarkan dalam pola berikut (Gambar 1). 
 

 

 

 
 

Gambar 1 Proses Normatif Pemilihan Anggota DPRD dan Kepala Daerah   

 

 

Prosedur demokrasi dalam pemilihan anggota legislatif daerah dan Kepala Daerah tidak hanya 

untuk melahirkan para elite politik (DPRD dan Kepala Daerah) yang aspiratif, responsif, representatif. 
Lebih jauh dari itu, para elite politik (DPRD dan Kepala Daerah) diharapkan dapat menghasilkan 

kebijakan-kebijakan pembangunan di tingkat lokal yang juga aspiratif, responsif, dan inklusif. 

Berbasis pada kerangka normatif di atas logika sederhana akan mengafirmasi bahwa jika anggota 

legislatif daerah dan Kepala Daerah terpilih melalui proses yang demokratis sesuai dengan kerangka 
normatif otonomi daerah, kebijakan-kebijakan pembangunan yang dihasilkan juga aspiratif dan 

responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. 
 

Dalam kerangka  pendekatan strukturalis tindakan para aktor politik pada prinsipnya harus 
mencerminkan norma, nilai, dan pandangan-pandangan mengenai otonomi daerah itu sendiri. Jika 

basis normatif otonomi mengatur dan bertujuan untuk mendorong lahirnya praktik-praktik demokrasi 

Kerangka Normatif Otonomi Daerah 
Anggota DPRD dan Kepala Daerah 

yang aspiratif dan representatif 
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yang mengedepankan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, responsif, dan adil, kebijakan-

kebijakan pembangunan harus juga mencerminkan prinsip-prinsip tersebut. Proses dan implementasi 

kebijakan pembangunan dalam kerangka normatif otonomi daerah akan menjadi lebih inklusif. 
 

Permasalahanya adalah bahwa para aktor elite yang terpilih melalui mekanisme demokratis 

tidak bebas dari kepentingan-kepentingan yang bersifat individualistis. Praktik-praktik eksklusif yang 

bertentangan dengan demokrasi telah menjadi keluhan umum di tengah pesta demokrasi yang tiada 

henti. Dalam konteks permasalahan tersebut, maka pertanyaan yang harus dielaborasi lebih jauh 
adalah mengapa praktik-praktik kekuasaan para aktor-aktor elite yang terpilih melalui mekanisme 

yang demokratis cenderung bertentangan dengan demokrasi. Tujuan dari artikel ini adalah 

menjelaskan secara teoretis faktor yang menyebabkan praktik kekuasaan para elite politik pasca-
pemilu yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Untuk menganalisis permasalahan dan 

menjawab pertanyaan tersebut, maka artikel ini menggunakan teori pilihan rasional. 
 

 

METODE 
 

 

Isi dan asumsi-asumsi teoretis dalam artikel ini tidak berbasis pada data primer melalui 
penelitian lapangan. Oleh karena itu, basis analisis artikel ini berdasarkan asumsi-asumsi teoretis dan 

interpretasi penulis mengenai gejala-gejala praktik kekuasaan pasca-pemilu di tingkat lokal. 

Sebagaimana yang ditunjukan oleh beberapa penelitian yang berkaitan dengan praktik-praktik 
kekuasaan di tingkat lokal, dalam kaitannya dengan desentralisasi di Papua misalnya, Timmer 

(2007:619) menulis: 
 

Banyak orang mengeritik para pemimpin provinsi karena mereka menjanjikan pada 

komunitas-komunitas lokal pembangunan dan akses sumber-sumber, sementara yang 

sebenarnya mereka lakukan adalah memperkaya diri sendiri dari pengaturan-pengaturan 

dengan para elit di Jakarta, TNI, dan para investor Jawa serta asing. Yang jelas hal ini 
mengarah pada situasi-situasi tak stabil karena dukungan politis di tingkat lokal akan segera 

menyusut dan pecah sepanjang garis-garis kedaerahan atau etis. Karena prosedur-prosedur 

pemerintahan tidak memiliki transparansi, bisa dipastikan akan meningkat pula perasaan yang 

sudah tesebar luas diantara orang-orang Papua bahwa elit mereka sendiri tidak bisa 

dipercaya. 
 

Ini berarti basis analisis dari artikel ini berdasarkan informasi-infomasi yang disediakan dalam 
data sekunder. Berdasarkan data sekunder tersebut, penulis berusaha menganalisisnya dalam 

perspektif teori pilihan rasional. 
 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

 

Teori Pilihan Rasional 
 

Teori pilihan rasional pada dasarnya dibangun di atas beberapa prinsip yakni prinsip 
rasionalitas, preferensi, kepentingan, dan kepercayaan. Pertama, prinsip rasionalitas mengemukakan 

bahwa aktor selalu bertindak secara rasional. Aktor dalam konteks ini merupakan elemen kunci yang 

sangat penting (Haryanto, 2012:201-203). Tentang aktor ada dua pandangan yang berbeda satu dengan 

yang lainnya. Di satu pihak ada yang berargumentasi bahwa aktor selalu sadar dengan tindakannya; 
baik mengenai tujuan maupun cara bagaimana tujuan itu harus dicapai. Sementara pada pihak yang 

lain, ada yang mengatakan bahwa aktor tidak selalu dibimbing oleh kesadaran rasional untuk 

tindakannya. Bourdieu (2000:138) mengemukakan bahwa seorang agen sosial dideterminasi oleh 
habitus, yang terpahat oleh  pengalaman masa lalu mereka. 
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Berbeda dengan Bourdieu, banyak pihak yang menaruh kepercayaan bahwa aktor selalu 

bertindak berdasarkan tujuan dan sarana yang didefinisikan secara jelas oleh para aktor (Dogaru, 

2011). Aktor dalam konteks ini bertindak secara instrumental. Aktor mengkalkulasi dan 
memperhitungkan biaya dan keuntungan pada pilihan-pilihan kebijakan yang tersedia, dan memilih 

tindakan-tindakan untuk memaksimalkan nilai guna bagi diri mereka sendiri. Dalam konteks ini aktor 

dapat digambarkan sebagai homo economicus (Dogaru, 2011). 

 
Menurut Keel (Gűll, 2009), teori pilihan rasional dibangun di atas asumsi bahwa manusia 

adalah aktor yang rasional. Sebagai aktor rasional, manusia selalu memperhitungkan tujuan akhir dan 

sarana yang digunakan untuk mencapai tujuannya. Selain itu aktor adalah orang yang bebas dalam 
menentukan perilaku mereka baik untuk mengikuti tujuan yang telah mereka tetapkan maupun 

menyimpang dari tujuan itu. Unsur utama dalam pertimbangan yang dibuat oleh aktor adalah asas 

manfaat dari tujuan dan tindakan mereka baik untuk kesenangan terhadap rasa sakit maupun 

perhitungan yang bersifat hedonistik dan semua perhitungan ini berkaitan dengan kesenangan 
individu. Meskipun demikian, seorang aktor tetap dideterminasi oleh persepsi dan pemahaman 

mengenai potensi kerugian atau hukuman bila tindakan-tindakan itu dinilai melanggar kebaikan dan 

kontrak sosial. 
 

Berkaitan dengan dimensi rasionalitas tersebut, seorang aktor memiliki kapasitas untuk 

menentukan pilihan. Kapasitas ini memuat empat prinsip utama. Pertama, prinsip intensionalitas. 
Prinsip ini menyarankan bahwa kita selalu melihat pada tujuan yang mengarahkan perilaku kita dan 

menginvestigasi secara emosional dan kognitif. Kedua, prinsip adaptasi. Prinsip ini sangat berkaitan 

dengan gagasan intensionalitas. Banyak perilaku manusia beradaptasi dengan faktor lingkungan yang 

ada di sekitar keputusan yang hendak diambil. Ketiga, prinsip ketidakteraturan. Individu beroperasi 
dalam lingkungan risiko baik yang konstan maupun yang tidak pasti. Ketidakpastian ini tidak hanya 

berkaitan dengan hasil yang akan dicapai tetapi juga berkaitan dengan prosedur-prosedur tentang 

pilihan-pilihan mereka sendiri dan bahkan tidak pasti tentang preferensi-preferensi mereka (Jones, 
Boushey, & Workman, 2006). 

 

Prinsip kedua teori pilihan rasional adalah preferensi. Preferensi (Darity, 2008) muncul dari 
pertimbangan-pertimbangan baik parsial maupun yang sempurna tentang alasan yang relevan untuk 

bertindak. Preferensi-preferensi yang dimiliki oleh aktor akan menentukan bagaimana ia bertindak 

menurut kepercayaan. Preferensi-preferensi tersebut dapat menjadi alasan bagaimana ia harus 

bertindak, menghadapi ataupun menghindar dari konsekuensi-konsekuensi tindakannya sendiri. 
Terminologi preferensi di sini digunakan berkaitan dengan tendendsi, kepentingan, keinginan-

keinginan yang mendorong pilihan-pilihan yang individu buat dalam tindakan yang mereka ambil. 

Preferensi mengekspresikan hubungan antara keinginan, tendensi, dan kepercayaan aktor (Dogaru, 
2011). 

 

Prinsip ketiga pilihan rasional adalah kepentingan. Swedberg (2005) mengemukakan bahwa 

kepentingan merupakan kekuatan utama dan pendorong dalam kehidupan sosial. Apa yang menuntun 
perilaku manusia adalah kepentingan. Kepentingan dalam konteks ini dimaknai sebagai kekuatan 

pendorong dalam kehidupan sosial. Menurut Ratzenhofer (Swedberg, 2005) ada lima tipe kepentingan 

seperti kepentingan prokreasi, kepentingan psikologis, kepentingan individu, kepentingan sosial, dan 
kepentingan transendental. Masing-masing dari lima jenis kepentingan ini menghasilkan dorongan 

terhadap tindakan manusia. Kehidupan sosial terjadi dalam konteks tindakan memenuhi kepentingan. 

 
Albin Small (Swedberg, 2005) mengemukakan bahwa pada mulanya adalah kepentingan. 

Kepentingan merupakan kekuatan dan daya dengan mana orang mengejar tujuan-tujuan tertentu dalam 

masyarakat. George Simmel (Swedberg, 2005) berpendapat bahwa kepentingan menyediakan 

kekuatan yang menggerakan perilaku, yang mengambil berbagai bentuk sosial seperti supordinasi-
superordinasi, kompetisi, dan lain sebagainya. Sedangkan Colleman (Swedberg, 2005) mengatakan 

bahwa aktor selalu mencoba memaksimalkan kepentingannya. Seorang aktor diasumsikan memiliki 
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kepentingan terhadap sebuah objek atau peristiwa, tetapi untuk mencapai kepentingan tersebut aktor 

harus memiliki kontrol atas sumber daya yang berkaitan dengan kepentigannya. Sistem sosial terjadi 

bila sebuah sumber daya dikontrol oleh dua orang aktor. Kedua aktor tersebut akan melakukan 
interaksi sehingga terjadilah sistem sosial. 

 

Aktor Elite dalam Konteks Teori Pilihan Rasional 
 

Kontestasi antara aktor elite dalam demokrasi elektoral membutuhkan biaya finansial yang 

besar dan kedua membutuhkan dukungan masyarakat yang luas. Dukungan biaya finansial yang kuat 
dibutuhkan untuk berbagai keperluan seperti biaya kampanye, yaitu transportasi untuk mobilisasi 

massa, iklan, spanduk, dan berbagai akomodasi yang diperlukan dalam memobilisasi massa. Di satu 

pihak para elite politik yang berpartisipasi dalam kontestasi politik elektoral tidak memiliki dukungan 
keuangan yang mencukupi. 

 

Sementara itu pada sisi yang lain, para pengusaha memiliki sumber keuangan yang besar. 

Mereka memiliki kepentingan dalam kontestasi politik di tingkat lokal karena usaha-usaha bisnis 
mereka membutuhkan perlindungan regulasi yang menjadi domain pemerintah yang terpilih. Dalam 

konteks ini mereka akan memberikan dukungan keuangan kepada salah satu atau semua kontestan 

politik yang akan berpartisipasi dalam demokrasi elektoral. Erman (2007:264), misalnya, menulis: 

 
Birokrat dan politis mempunya akses kekuasaan untuk memberikan izin, memberikan proteksi, 

membuat dan mengesahkan peraturan, tetapi tidak mempunyai dana yang cukup untuk 

membiayai kehidupannya dan kepentingan ideologinya. Pebisnis tidak memiliki akses tersebut, 

akan tetapi mempunyai modal atau uang memperoleh atau membeli akses tersebut. 
Masyarakat yang memiliki tujuan tertentu pula dapat memperoleh akses dan objek dari 

kepentingan pebisnis, politikus, dan birokrat. 

 

Selain menyebabkan pola hubungan antara aktor politik dengan para pebisnis yang tetutup 

tersebut, biaya-biaya yang digunakan dalam politik elektoral menyebabkan para elite politik 
mengambil berbagai macam keuntungan dari posisi mereka sebagai pembuat kebijakan. Mereka 

menjadi kontraktor-kontraktor proyek pembangunan. Eindhoven (2007:109) menulis: 
 

Dampaknya banyak politikus local mendirikan perusahaan kontraktor mereka sendiri-terlepas 

dari apakah mereka mampu atau tidak mampu mengimplementasikan proyek-proyek itu – 

melalui mana mereka bias ikut menikmati uang yang dialokasikan untuk proyek-proyek 
pembangunan. Akibatnya proyek-proyek pembangunan ditransfer melalui berbagai 

perusahaan kontraktor teman sebelum proyek-proyek itu akhirnya diimplementasikan. 
 

Dalam konteks teori pilihan rasional, tindakan-tindakan para aktor elite tersebut merupakan 
tindakan yang rasional. Para aktor politik memiliki pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan 

dengan sadar. Di satu sisi mereka menyadari kepentingan-kepentingan mereka, dan pada sisi yang lain 

mereka juga menyadari potensi-pontensi mereka. Kesadaran ini melahirkan pola hubungan yang unik 

antara para elite politik dengan para pelaku bisnis. Kepentingan mereka adalah mencapai kekuasaan 
namun untuk mencapai kekuasaan itu mereka membutuhkan biaya. Dalam konteks ini, tindakan yang 

paling rasional bagi mereka adalah mendapatkan dukungan-dukungan biaya dari pihak-pihak lain 

yaitu para pelaku bisnis.  
 

Dampaknya, pasca-terpilih menjadi elite politik, preferensi setiap kebijakan yang mereka 

rumuskan tidak berbasis pada kepentingan masyarakat dalam yurisdiksi pemerintahan mereka. 

Preferensi mereka dalam merumuskan kebijakan-kebijakan pembangunan adalah sekelompok pelaku 
bisnis. Oleh karena preferensi mereka adalah sekelompok pelaku bisnis, masyarakat umum hanya 

menjadi penonton dari setiap kebijakan pembangunan yang mereka rumuskan. Masyarakat tidak 
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memiliki kesempatan dan akses pada sumber-sumber kekuasaan untuk memengaruhi kebijakan yang 

mereka rumuskan. Kesempatan dan akses tersebut telah ditutup oleh para pelaku bisnis. 

 
Kepentingan yang mereka ingin capai adalah mempertahankan kekuasaan politik yang mereka 

peroleh melalui demokrasi elektoral dengan dukungan-dukungan finansial dari para pengusaha. 

Dengan memelihara hubungan melalui mekanisme memberikan segala kemudahan untuk usaha, 

termasuk dalam hal ini mendapatkan proyek-proyek pembangunan, para elite politik itu memiliki 
jaminan bahwa mereka dapat mempertahankan kekuasaan yang mereka capai untuk waktu yang 

panjang. 

 
 

SIMPULAN 
 

 

Demokrasi di tingkat lokal tidak dapat dijelaskan semata-mata melalui mekanisme demokrasi 

elektoral. Demokrasi elektoral hanya akan melahirkan para elite politik. Ini berarti demokrasi elektoral 
tidak dapat menjelaskan praktik-praktik kekuasaan para elite politik pasca-pemilu. Salah satu konsep 

yang dapat digunakan untuk menganalisis praktik-praktik kekuasaan para elite politik pasca-pemilu 

adalah teori pilihan rasional. Berdasarkan teori pilihan rasional, para elite politik yang terpilih melalui 
mekanisme elektoral adalah aktor-aktor yang rasional, memiliki preferensi dan kepentingan. 

 

Berdasarkan ketiga dimensi pilihan rasional ini dapat disimpulkan bahwa demokrasi di tingkat 
lokal pasca-pemilu juga ditentukan oleh rasionalitas, preferensi, dan kepentingan-kepentingan para 

aktor elite politik itu sendiri. Jika rasionalitas, preferensi, dan kepentingan mereka dalam perumusan 

kebijakan adalah kelompok pendukung yang berbasis pada kepentingan ekonomi, demokrasi—dalam 

pengertian besarnya kesempatan dan akses masyarakat luas untuk berpartisipasi dalam pembuatan 
kebijakan—tidak akan tercapai. Sebaliknya, jika rasionalitas, preferensi, dan kepentingan mereka 

adalah makin dekatnya kebijakan pembangunan dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat, 

demokrasi bermakna besarnya kesempatan dan akses masyarakat pada sumber daya pembangunan. 
 

Berdasarkan praktik-praktik sebagaimana yang ditunjukkan dalam analisis, praktik-praktik 

kekuasaan para elite di tingkat lokal dalam konteks teori pilihan rasional telah mengakibatkan 
terhambatnya kesempatan dan akses masyarakat luas untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan 

kebijakan pembangunan. Hal ini kemudian berdampak bahwa kebijakan pembangunan yang ada hanya 

mencerminkan rasionalitas, preferensi, dan kepentingan sekelompok elite yang terdiri dari elite politik 

dan para pelaku bisnis. 
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